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TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN INTERN
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LATAR BELAKANG

-Rakorwasnas, 2021-

“Saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah
menjamin tercapainya tujuan, menjamin tercapainya tujuan

pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin
tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, 

dan efisien.
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“… yang namanya belanja pemerintah; belanja pemerintah
pusat, belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal

yang penting. (Pertama), menciptakan nilai tambah. Jangan beli
hanya beli, belanja hanya belanja. Harus memberikan nilai
tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan

pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger 
pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memang efisien, ini harus.”

-Rakorwasnas, 2022



TRANSFORMASI KEGIATAN PENGAWASAN

TRANSFORMASI DIGITAL 
DI KEMENAG?
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STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL

• Aturan tentang 
transformasi digital

• Ada lembaga yang 
khusus mengoor-
dinasikan pelaksanaan 
transformasi digital

• Membangun jaringan 
dan infrastruktur 
pendukung

• Membangun sistem 
pendidikan berbasis
digital

• Meningkatkan 
kapasitas SDM dalam 
keahlian digital

• Melakukan kerja sama 
dengan semua pihak 
dalam penyediaan 
layanan digital

• Menerapkan aturan 
Sistem Pemerintah 
Berbasis Elektronik 
(SPBE)

• Inventarisasi layanan 
pemerintah untuk 
pengembangan 
layanan digital

• Integrasi semua sistem 
digital yang ada di 
pemerintah ke dalam 
satu sistem

• Melakukan kerja sama 
dengan semua pihak 
dalam pemenuhan 
layanan digital

• Meneliti sumber-
sumber Big Data baik 
yang disediakan oleh 
layanan pemerintah 
maupun swasta

• Membangun sumber 
sumber Big Data

• Mengembangkan 
kemampuan Analisa Big 
Data

• Mengembangkan 
sistem pembuatan 
keputusan di 
berbagai level 
birokrasi

• Menjalin keamanan dan 
kerahasiaan data 
pribadi dan badan 
usaha

RPJMN 2020-2024

PENYIAPAN LAYANAN 
DIGITAL

PEMENUHAN LAYANAN 
DIGITAL

PENGELOLAAN 
BIG DATA
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SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

MANAJEMEN SPBE

Perpres 95 Tahun 2018

UNSUR 
SPBE

Kep Menpan RB 1503 Tahun 2021:  
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021

13 

(14%)

44 

(48%)

5 

(5%)

30 

(33%)

0 

(0%)

Posisi  Indeks SPBE Kemenag Dibandingkan 92 K/L

Baik
2,6-<3,5

Sangat Baik
3,5-<4,2

Cukup
1,8-<2,6

Memuaskan
4,2-5

Kurang
<1,8

2,35

Kemenag:
• Maturitas kapabilitas

proses: Terkelola
• Maturitas kapabilitas

pelayanan: Interaksi



DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL

Akselerasi 
Pencapaian 

Target

Inklusivitas

Efisiensi

Akuntabilitas

Kolaborasi
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Inovasi



TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN INTERN

Conventional 
Audit

Working with 
Tech

VS
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TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN INTERN
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Audit plans based on cycles 
rather than risks
The use of predetermined cycles to schedule audits 
rather than a risk assessment
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JURASSIC AUDITOR

Obsess over the past
focused on hindsight not insight

Stick to annual audit plan
This can lead to failure in undertaking a 
continuous approach to risk assessment 

1

2

3

4

5

6

7

Avoid using technology
Technology is an enabler, and the great capacity 
multiplier for internal auditors

Avoid auditing technology
Many internal auditors are unwilling or unable to 
audit technology risks within their organizations

enjoy writing about conditions 
more than recommendations
Too many internal auditors who get more satisfaction 
out of identifying the problem rather than how to 
solve it

Still call audit clients “auditees”
The IIA hasn’t used the term “auditee” in decades. 
Instead, it refers to those we audit as “clients.”
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STRATEGI MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL



TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN BPKP

MIND SET

GRAND DESIGN

Perumusan 
Informasi Hasil 

Pengawasan

Perumusan 
Kebijakan 

Transformasi 
Digital

Pengembangan 
Pengawasan Intern 
Berbasis Elektronik 

(PIBE)

Peningkatan
Layanan

Infrastruktur TI

Pengembangan
SDM Auditor dan 

TI

Pengembangan 
Data Sharing/Akses 
Ke K/L/P/K dengan 

kolaborasi APIP

Pengembangan
Sistem Aplikasi
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https://simax.bpkp.go.id/monsima/tdp/rincian_tdp

Lab 
Forensic 
Auditing 
BPKP



TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN BPKP

PROSES BISNIS

SIMA UNIVERSE:
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pelaporan
• Monitoring Pimpinan
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TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN BPKP
KOMPETENSI SEBAGAI 

ENABLER
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PENGAWASAN BERBASIS DIGITAL KEMENAG

bantuan Sarpras

Tepat Sasaran

Tepat Jumlah

Tepat Waktu

Tepat Kualitas

Tepat Administrasi

Tepat Guna

Tidak Ada Fraud
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HASIL PENGAWASAN BPKP

90%

5%
3% 2%

NIK Tidak Standar

NIK Ganda

NIK Kosong

NIK Invalid

o EMIS per Mei 2022 sebanyak 11.038.856 siswa
o Data 4.131.316 siswa madrasah bermasalah
o Penyebab: belum ada internal control pada Aplikasi untuk

mencegah kesalahan input data
o Solusi: Interkonektivitas data dengan Aplikasi DUKCAPIL 

Kemendagri

25242

17709

8803

133

177

75

MI

MTS

MA
IjOp Valid

IjOp Tidak Valid

o Data Madrasah penerima BOS 2021 sebanyak 52.319 Madrasah
o Data 385 madrasah invalid
o Penyebab: belum ada internal control pada Aplikasi untuk mencegah invaliditas

data
o Solusi: Mengembangkan modul internal control pada aplikasi untuk mencegah

invaliditas data

4,1 juta
Data siswa

bermasalah



• Terdapat 100 siswa madrasah yang menggunakan bantuan untuk urusan nonpendidikan

Tepat Guna
• Bantuan PIP hanya mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan siswa madrasah sebesar 54,13%

Tepat Waktu
• Rp336.136.600.000 bantuan bagi jenjang MI Nasional dan Provinsi Aceh mengalami

keterlambatan

• Penarikan dana kolektif oleh sekolah tidak secara langsung diserahkan pada siswa
penerima bantuan

Fraud
Dana PIP digunakan oleh Kepala Sekolah

Tepat Jumlah
189 kejadian pungutan administrasi bank, potongan sekolah, dan potongan lainnya
dengan total nilai bantuan  Rp3.265.000 

Tepat Administrasi
Kartu PIP dan buku tabungan tidak diserahkan ke siswa penerima bantuan
Kantor Kemenag di Kab/Kota tidak melaksanakan sosialisasi, supervise, dan pemantauan atas
program PIP
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PENGAWASAN BERBASIS DIGITAL BPKP di KEMENAG

PIPTepat Sasaran
• 183.860 siswa dengan nilai bantuan Rp62.998.875.000 diidentifikasi inclusion error
• 2.386 siswa dengan nilai bantuan Rp1.015.975.000 diidentifikasi exclusion error

Fraud
Potensi ketidakwajaran harga senilai Rp457 juta
Kekurangan volume dalam belanja BOS senilai Rp259 juta
SPJ fiktif penggunaan dana BOS senilai Rp243 juta

Tepat Jumlah
BOS tidak dapat dicairkan seluruhnya karena ada saldo minimal Bank

Tepat Sasaran
381 Madrasah penerima BOS tidak memiliki IJOP yang terdaftar dalam EMIS

Tepat Guna
Barang yang dibeli dengan dana BOS senilai Rp718 juta belum dimanfaatkan
Madrasah memanfaatkan dana BOS diluar belanja yang dibolehkan pada Juknis Rp481 juta

Tepat Administrasi
Pengelolaan asset hasil pemanfaatan dana BOS tidak tertib
Saldo kas tunai melebihi ketentuan
Madrasah tidak Menyusun RKAM/BKO



TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN
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LEBIH CEPAT, LEBIH LUAS, LEBIH AKURAT, LEBIH HIGH LEVEL



TERIMA KASIH
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